DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Hari: Rabu

Tanggal: 18 Januari 2023

Media: Kedaulatan Rakyat

LAYANI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Pemkot Perbarui Kerja Sama 22 OBH

YOGYA (KR) - Kerja sama antara Pemkot Yogya dengan 22 Organisasi
Bantuan Hukum (OBH) yang sudah berjalan pada tahun 2022 lalu, kini diper-
barui. Pembaruan kerja sama di awal tahun ini diharapkan mampu semakin
memperluas layanan bantuan hukum bagi masyarakat. >

. Sekretaris Daerah (Sekda)
Kota Yogya Ir Aman Yuria-
dijaya MM, mengungkapkan
berdasarkan hasil evaluasi
pada tahun lalu program yang
digulirkan antara Pemkot
Yogya dengan OBH memberi-
kan manfaat bagi masyara-
kat. "Jadi perjanjian kerja
sama ini merupakan yang ke-
dua kalinya. Kami menilai
ada nilai kemanfaatan bagi

“-masyarakat sehingga perlu

kami perbarui," jelasnya,

Selasa (17/1).

Sebanyak 22 OBH yang be-
kerja sama dengan Pemkot
Yogya tersebut berada di
wilayah DIY. Seluruhnya juga
telah terakreditasi oleh
Kementerian Hukum dan
HAM. Hal itu sekaligus men-
jadi wujud komitmen Pemkot
dalam politik anggaran untuk
afirmasi  bantuan hukum
kepada masyarakat miskin.

Aman menjelaskan, lan-
dasan hukum untuk men-

jalankan program bantuan
hukum tersebut berupa
amanah Perda Kota Yogya No
3 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Bantuan
Hukum. Selain itu diperjelas
melalui Perwal Kota Yogya No
21 Tahun 2020 terkait petun-
juk pelaksanaannya. Pada
tahun 2022 lalu terdapat 32
perkara baik litigasi maupun
non litigasi dengan total sera-
pan anggaran sebesar Rp 106

Juta.

"Melalui program ini juga
mampu mengantarkan Kota
Yogya dalam memperoleh
predikat kota peduli HAM de-
ngan nilai tertinggi di DIY,"
jelasnya. A

Kendati demikian pihaknya
tetap melakukan sejumlah
evaluasi dan perbaikan atas
berbagai masukan yang sebe-
lumnya diterima, Sejumlah
perbaikan tersebut di "an-
taranya melakukan perjan-
jian kerja sama di awal tahun
sehingga layanan bantuan
hukum bisa dilakukan sepan-
jang tahun. Selain itu, dibuka
‘ruang untuk adendum kebu-
tuhan anggaran dalam pem-
berian layanan bantuan

hukum yang memungkinkan
OBH untuk tetap men-
jalankan kerja sama dengan
lebih maksimal.

Setiap OBH akan mendapat
anggaran untuk memberikan
layanan bantuan hukum se-
banyak Rp 12 juta untuk ke-
butuhan litigasi dan non liti-
gasi.

"Adendum bisa dilakukan
melalui anggaran perubahan
dengan catatan  alokasi
anggaran di pemerintah da-
erah masih ada," tandasnya.

Dirinya juga meminta agar
OBH memperoleh data terkait
masyarakat miskin Kota
Yogya. Hal ini karena layanan
bantuan hukum tersebut

hanya dapat diakses secara
khusus oleh masyarakat
miskin. Apalagi Kota Yogya
baru saja _melakukan veri-
fikasi terhadap data warga
miskin pada 2022.

Sedangkan untuk mengan-
tisipasi kondisi sosial di masya-
rakat yang menyulitkan
kegiatan non litigasi atau so-
sialisasi hukum, Aman berha-
rap OBH bisa bekerja sama de-
ngan Kantor Kemenkumham

:DIY atau masuk melalui

kegiatan rutin di wilayah.
"Seluruh kegiatan juga bisa di-
publikasikan agar masyarakat
memahami bahwa ada layanan
bantuan hukum yang bisa di-
akses," tandasnya. (Dhi)-f
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